BUPATI KEBUMEN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR :hao / 844 /KEP2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKQLAH MENENGAH PERTAMA

Membaca

Menimbang

Mengingat

~

NEGERI 1 BONOROWO

BUPATI KEBUMEN,

Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemyda dan Qlahraga Kabupaten
Kebumen Nomor: 422.7/2504 tanggal 19 Juni 2013

Perihal: Usulan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri !
Bongrowo; -

-

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pemerataan
pendidikan bagi anak lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtudaiyah atau bentuk lain yang sederajat di Kecamatan
Bonorowo Kabupaten Kebumen, perly-adanya sekolah negeri
yang menyelenggarakan jenjang Sekolah Menengah Pertama;

bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri

«Cil

Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedomar

Pendirian Sekolah, Bupa"ti meneta.pkan pendirian sckolan
negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan vyang
menjadi kewenangannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud

dalam hyraf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusa:

Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Mcl‘cubdl
Pertama Negéri 1 Bonorowo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenteng Pembentuic.
Daerah-daerah Kabuypaten dalam Lingkungzn Propinsi
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sisto
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara kepublik lﬂdUIlLbL\
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten‘ang Pemerintubz
Daérah (Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 20us
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon-:
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberape wal, oo
dengan. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 20us e
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomror 32 Tanun 2o
tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negura Kepuuin.
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaraa: e
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembara-ﬁ" Negara Republik Indonesia
Tahyn 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia-Nomor 4496);

Peratyran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabypateri/KKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun'2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); -

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

 Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

10.

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863); '
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolagn dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

11.

12.

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3105

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerital
Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan ‘Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keburic:
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Dacral
Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 200&
tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Noror 13
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2+
sebagaimana telah diabah beberapa kali, terakhir denga
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 201

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuji. -
Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang. Organisasi dest :al

Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebuine:
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daera
Kabunaten Kebumen Nomor 61};



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daeral
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahar
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

= . = ,.-/__—
- MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan l."zip Pendirian _'”Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Bonorowo yang beralamat di Desa Patukrejo Kecamatan Bonorowo
Kabupaten Kebumen. ¥

KEDUA . Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengfin peraturan
perundang-undangan mulai tahun pelajaran 2013 /2014,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“ BUYAR WINARSO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta:

. Gubernur Jawa Teéngah di Semarang;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Inspektur Kabupaten Kebumen,;

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kebumen,;

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Kebumen;

0. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan S<kretariat Daerah
Kabupaten Kebumen.
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